
Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR &STAHUN 2011

TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA

PENDAFTARANPENDUDUKDANPENGATATANSIPIL

BUPATI KATINGAN
.. a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal

20, pasal 21 ayat (4), pasal 22 ayat (2), 
-pasal 

29'-pasal.34'
pasal 35 ayat (g), pisif '38, 

pasal 3.9.ayat (3)' pasal 4O.ayat (6)'

pasal 44, fiasal 
'4i, pasal4g ayat (2), pa:-al 63' pasal 7A ayat

(z), pasal'i1 ayat (2) dan pasal_7z ayat (3) Peraturan Daerah

Nomor : 5 Tahun Zbi t teniang Penyelenggarakan Administrasi

Kependudukan, perlu diatur tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil'

b. bahwa oeioasarran pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati Katingan tentang

persyaratandantatacarapendaftaranpendudukdan
Pencatatan siPil.

:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(LembJran Neglara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 1,

Tambahan Leribaran Negara Republik lndonesia Nomor 3019);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan

KabupJten, (abupaten Katingan, . Kabupaten -Seruyan'
Kabupaten sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten

Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung

Raya, 
-dan 

Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan

Tengah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2oo2

Nomor 1b, Tambahan Lembaran Negera Republik lndonesia

Nomor 4180);
3. Undang-undrng NOmor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lemblran Negera Republik lndonesia Tahun 2fr04

Nomor 125 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan

undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
peratuian Perierintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2005 tentang PerubahLn Undang - Undang Nomor 32

Tahun 2oa4 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-

undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor- 1b8, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4548');
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kepeniudukan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor a674;
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan ^'

publik'(Lembaian Negara Republik lndonesia Tahun 2009

Nomor i12, T"tbahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 5038);



.l^
I

6.PeraturanPemerintahNomor3TTahun20oTtentang
Pelaksanaan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi keperiOuOukan (Lembaran Negara R.epublik

lndonesia Tahun 2oo7 Nomor 80, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4736\;

7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

B. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan

Kartu Tanda Pen' lduk Berbasis Nomor lnduk Kependudukan

secara Nasional.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2011

tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah

Kabupiten Katingan Tahun 2011 Nomor 5 )

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERSYARATAN

DANTATACARAPENDAFTARANPENDUDUKDAN
PENCATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Datam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan ;

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam

penerbitan dokumen oan data kependudukin melalui Pendaftaran Penduduk,

p"n"aiai"n Sipil, pengelolaan Iniormasi Administrasi Kependudukan, serta

Z. lnstansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Katingan dalam hal ini sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten Katingan yang

uertanggungiil"n dan berwening melakianakan pelayanan dalam urusan administrasi

kePendudukan.

3. Unit pelaksana Teknis Dinas lnstansi Pelaksana yang selaniutnya. disingkat dengan

UPTD lnstansi pelaksana adalah Satuan Kerja ditingkat Kecamatan yang

melaksanakan pelayanan pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten

Katingan-

5. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Katingan

dalam wilaYah kerja Kecamatan'

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan rnasyarakat setempat,

berdasarkan asal usul din adat istiadat letempat yang diakui dan dihormati dalam

sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik lndonesia.



7. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan KUA Kecamatan

adalah Satuan li.ri, yang melaksina[an Pencatatan Nikah, Ta]ak, Cerai dan Rujuk

pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama lslam.

8. Rukun Tetangga dan Rukun warga yang selanjutnya disingkat. dengan RT dan RW

atau sebutan lain adalah Lembagi Misyirakat yang dibentuk oleh masyarakat diakui

dan dibina oleh pemerintah unttit< memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan

masyarakat lndonesia yang berdasarkan kegotongroyongal d?n kekeluargaan serta

membantu untuf meningkltkan kelancaran- tugas pemerintah, pembangunan dan

kemasyarakatan dikelurahan/desa'

g. perwakilan Republik lndonesia adalah Kedutaan Besar Republik lndonesia, Konsulat

Jenderal Repuntif lndonesia dan Konsulat Republik lndonesia'

10. pejabat Konsuler adalah pejabat yang melakukan fungsi kekonsuleran diperwakilan- 
Re'publik lndonesia yang ditunjuf selaku Pejabat Pencatatan Sipil'

11. pejabat pencatatan sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting

yang dialami ,"r"orrng pada instansi peiaksana yang pengangkatanya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan'

12. petugas Register adalah Pegawai Negeri sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab

mem[erikan p"layanan pelaploran periitiwa kependudukan dan peristiwa penting serta

pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan'

13. Penduduk adalah warganegara Indonesia dan orang Asing yang bertempat tinggal

diwilayah KabuPaten Katingan.

14. penduduk Kabupaten Katingan adalah orang-orang bangsa lndonesia asli dan orang-

orang nangsa tiln yang diiahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara

lndonesia.

15. Orang Asing adalah orang bukan warga Negara lndonesia.

16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi

pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang

dihasilkan dari pllayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

17. Data Kependudukan adalah data perseorangan atau data agregat yang terstruktur

sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil'

1g. pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas

pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi
'kependudukan berupa kartu identitas, serta penerbitan dokumen kependudukan berupa

Karu ldentitas atau Surat Keterangan Kependudukan'

19. peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami pendudukyang harus dilaporkan

karena membawa akibat terhadap pener-bitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu

Tanda penduduk dan atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah

data atau perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

20. Nomor lnduk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NlK, adalah Nomor

ldentitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang

yang terdaftar sebagai penduduk lndonesia'



21. Kartu Keruarga yang seranjutnya disingkat dengan KK, adarah Kartu ldentitas Keluarga

yang memuat dati tentang nama, Jusunan 
-dan 

hubungan dalam keluarga, serta

identitas anggota keluarga.

22. KartuTanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP,,adalah identitas resmi

penduduk seoajai ourii oiri yand diierbitkan. oleh intansi pelaksana yang berlaku

diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia.

23. pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang

dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

24. peristiwa penting adalah Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi Kelahiran,

Kematian, mnir 
"Mati, 

Perkawinan, Perc-eraian, Pengakuan A.1ak, Pengesahan Anak,

pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan'

25. lzin Tinggal Terbatas, adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing yang

tinggal llwilayan Negara Kesatuan Republik lndonesia dalam jangka waktu yang

terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

26. lztnTinggal Tetap adalah lzin tinggal y{rg dib.erikan kepada orang asing untuk tinggal

meneta[-oiwi[vln Negara resiiuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan

peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

identitas dan kepastian hukum atas dokumen

mutakhir, benar dan akurat.

bertujuan untuk memberikan keabsahan
penduduk, dan mendapatkan data yang

Pasal 3

(1). Pendaftaran Penduduk dilakukan pada instansi pelaksana.

iZi. p"n""tatan Sipil dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD'

BAB II

PENDAFTARAN PENDUDUK

BAGIAN PERTAMA
PENGATATAN DAN PENERBITAN BIoDATA PENDUDUK,

KARTUKELUARGADANKARTUTANDAPENDUDUK

PARAGRAF I

PENCATATANDANPENERBITANBIoDATAPENDUDUK

Pasal 4

(1) penduduk Kabupaten Katingan wajib melaporkan kepada instansi pelaksana melalui

Kepala Desa/Lurah dan camat untuk dicatatkan biodatanya.

(Z) p"'nJrOuL Kabupaten Katingan yang datang dari Luar Negeri karena pindah, orang

asing yang memiliki izin tinggalierbitas dan orang asing yang memiliki izin tinggal

tetaf'Waji-b melaporkan ke[ida lnstansi Pelaksana untuk dicatatkan biodatanya.

(3) pencatatan biodita penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutahiran

database kePendudukan.



Pasal 5

(1) Peneatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

a. Surat Pengantar dari RT dan RW'

b'Dokumenkependudukanyangdimiliki,antaralain:
1. KutiPan Akta Kelahiran.
2. liazah atau Surat Tanda Tamat Belaiar'

3. Kartu Keluarga (KK).

4. Kartu Tanda Penduduk (KTP)'

5.KutipanAktaPerkawinan/KutipanAktaNikah,atau.
6. KutiPan Akta Perceraian.

(2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat' (2)

dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

a. Pasport atau dokumen pengganti paspor bagi penduduk Kabupaten Katingan'

b. pasport, ["rt, izin tinggal t6foatai dan buku pengawasan orang asing, bagi orang

asing yang memiliki izin tinggalterbatas' 
.

c. Pasport, ftrrt, izin tinggal-ietap dan buku pengawasan orang asing' bagi orang

asing yang memiliki izin tinggaltetap'

Pasal 6

(1) Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk pencatatan

biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)'

(2) Pencatatan biodata penduduk didesa/kelurahan dilakukan dengan cara:

a. penduduk mengisi dan mendatanganiformulir biodata penduduk.

b. Petugas register mencatat dalam buku peristiwa penting.

c. petu[as r"ii"t"r melakukan verifikasidan validasi data penduduk'

d. Kepala DeJa/Lurah mendatangani formulir.biodata penduduk'

e. peiugas register menyampaikin formulir biodata penduduk kepada Camat.

(3) Pencatatan biodata penduduk di Kecamatan dilakukan dengan cara :

a. petugas register melakukan verifikasi dan validasidata penduduk.

b. Camit menldatangani formulir biodata penduduk'

c. petugas register menyampaikan formulir biodata penduduk kepada instansi

pelalisana s6Oagaidasir untuk penerbitan dokumen biodata penduduk.

(4) penerbitan dokumen biodata penduduk oleh instansi pelaksana dilakukan dengan

cara :

a. petugas register melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk

serta merekim data kedalam database kependudukan untuk mendapatkan NlK.

b. Kepala lnstansi Pelaksana menerbitkan dan mendatangani dokumen biodata

pendudui setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem lnformasi

Administrasi Kependudukan (SIAK)

Pasal 7

(1) Penduduk Kabupaten Katingan Janq datang dgri Lua.r Negeri karena .pindah
sebagaimana dimaksud dalim Pasal 4 ayat (2) untuk pencatatan biodatanya

membawa persyaratan sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a-

(2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' dilakukan

dengan tata cara :



a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk'

b. petugas r"gist"i melakukan verifikasi dan validasi data penduduk'

c. petugas iEglri", menandatangani formulir biodata penduduk dan merekam

kedalam datlbase kependudukan untuk mendapatkan NIK'

(3) Kepala lnstansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk

setelah yad bersangkutan menOapat NIK dengan Sistem lnformasi Administrasi

Kependudukan (SIAK)

Pasal I

(1) orang asing yang memitiki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin

tinggal tetap'sedagaimana dimakiid dalam Pasal 4 ayat (2\ untuk pencatatan

biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

huruf a dan huruf b.

(2\ Pencatatan biodata orang asing sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan tata cara : _ -_:-: r-- ---^^r^raaaaa. Orang ,ri"g yang memiliki izin tinggal terbatas mengisi dan menandatangani

formulir biodata orang asing tinggal terbatas'

b. orang 
".i"g v"ng m6miliki-izinii-nggal tetap mengisi dan menandatangani formulir

biodata orang asing tinggaltetaP
c. Kepala lnstaisi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata orang asing

setelah Vrrg bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sist'em lnformasi

Administrasi Kependudukan (SIAK)'

Pasal 9

(1) Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam

pasat + avai iij, i"n ayat (2), wajib mJhporkan kepada lnstansi Pelaksana untuk

dicatatkan perubahan biodatanya.

(2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan menggunakan :

a. Surat Perubahan Data Kependudukan'
b. Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warganegara lndonesia'

c. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing TinggalTerbatas
d. Formulir Perubahan Biodata orang Asing TinggalTetap

(3) pencatatan peiuoatran biodata penduduk di Desa/Kelurahan, dilakukan dengan tata

cara:
a. penduduk mengisi dan menandatangani Surat Pemyataan Perubahan Data

Kependudukan d1n Formulir Perubahan Biodata Penduduk.

b. petugas registrasi melakukan mencatat dalam buku Harian Peristiwa

Kependudukan dan Peristiwa Penting'
c. peiugas register melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan.

d. Kepala DeJa/Lurah menandatangani formulir perubahan.biodata penduduk

e. petugas register menyampaikan-Surat Pernyataan Perubahan Biodata Penduduk'

(4) pencatatan perubahan biodata penduduk di Kecamatan dilakukan dengan tata cara l

a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk.

b. Camat meriandatangani formulir perubahan biodata penduduk'

c. petugas register menyampaikan formulir perubahan biodata penduduk kepada

instansi Pelaksana.

(s) pencatatan perubahan biodata penduduk-Kabupaten Katingan di lntansi Pelaksana

dilakukan dengan tata cara mehfukan verifikasi dan validasi database kependudukan.



(6) Kepala rnstansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang

telah diubah.

(7) Pencatatan biodata penduduk bagi orang. asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan

orang aslng yan!'memitiki izin- tinggil tetap di lnstansi Pelaksana sebagaimana

dima-ksud pLOa ayat (1) dilakukan dengan tata cara :

a. Orang ,Sng yrng'memiliki izin tiriggal terbatas mengisi dan mendatangani surat

pernyataan"perudanan data fepenOuOukan dan formulir perubahan biodata orang

asing tinggal terbatas.
b. Orang ;i"; yang memiliki izin tinggal tetap, mengisi dan m-enandatangani Surat

pernyataan-peru-Oanan Data fep6iOuOukan dan Formulir Biodata Orang Asing

Tinggal TetaP.
c. Petugas register melakukan verifikasi dan validasi data penduduk bagi orang

asing.
d. petugas register menandatangani form_ulir perubahan biodata orang asing dan

merekam kedalam database kependudukan'

PARAGRAF 2

PENERBITAN KARTU KELUARGA

Pasal 10

(1) Penduduk Kabupaten Katingan waiib melaporkan susunan keluarganya kepada, 
instansi pelaksana melalui kepata Desa/Lurah dan camat'

(2) orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan susunan keluarganya

kePada lnstansi Pelaksana-

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk

Pasal 11

(1) penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)

dilakukan setetah memenuhi syarat berupa :

a. lzin Tinggaltetap bagi Orang Asing'
b. Fotocopf atau menuijukkan Kutipin Akta NikahlKutipan Akta.Perkawinan.

c. Surat rcdt"irngrn pinOanlSurat keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang

pindah dalam wilayah Kabupaten Katingan, atau

d. Surat Keterangan Datang dari Luai Negeri yanq diterbitkan oleh lnstansi

pelaksana OagipenOuduk katingan yang datang dari Luar Negeri karena pindah'

(2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk Yap
mengalami keiahiran sebagaimana oiniitsud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)

dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

a. KK Lama, dan
b. KutiPan Akta Kelahiran.

(3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam

KK bagi penduduk Kabupaten Katingan dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

a. KK Lama, dan
b. KutiPan Akta Kelahiran.

(4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi orang asing yang memiliki\-/ 
izin tingggal tetap untuf menumpang dalam KK Penduduk Kabupaten katingan atau

orang ising dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

(3) Pelaporan sebagaimana
penerbitan KK.



a. KK Lama atau KK Yang ditumpangi ;

b. Pasport ;

c. lzin TinggalTetaP ; dan

d. Surat Keterangan |atatan Kepolisian bagi Orang Asing TinggalTetap'

(5) Perubahan KK karena
sebagaimana dimaksud
memenuhi sYarat beruPa

pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk
'dalim pisat 1d-ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah

:

a. KK Lama ;

b. Surat Keterangan Kematian ; atau
c. Surat feteranian pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang

pindah dalam wilayah Kabupaten Katingan'

(6) penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (1) dan ayat(4 dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

a. Surat Keterangan (ehilangan dari Kepala Desa / Lurah ;

b. KK yang rusak ;

c. Fotocopy "til 
menunjukan dokumen kependudukan dari salah satu anggota

keluarga;atau
d. Dokumen keimigrasian bagi orang asing'

Pasal 12

(1) penduduk Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) waiib

melaporkan 
=-rJpro" 

Ke[ala Deiallurah dengan menyerahkan persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11'

(2,). proses penerbitan atau perubahan KK di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :

a. penduduft mengisi dan menandatanganiformulir permohonan KK;
b. petugas registiasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan

Peristiwa Penting ;

c. petugas registraii melakukan veriflkasidan validasi data penduduk ;

d. Kepala DeJa/Lurah menandatanganiformulir perubahan KK ; dan

;. Kepala Desa/Lurah/Petugas Registrasi meneruskan berkas formulir permohonan

KK Kepada Camat sebagai disar proses penerbitan atau perubahan KK di

Kecamatan.

(3). proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) Huruf e, dilakukan dengan tata-cara :

a'. peiugas Registrasi melakukan verifikasidan validasi data penduduk ;

b. Camit menindatanganiformulir permohonan KK ;

c. petugas Registrasi meny"mpaikan formulir permohonan KK yang dilampiri dengan

kelengkapan berkas persyaratan kepada i nstansi pelaksana.

(4). penerbitan atau perubahan KK di instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara : 
.

;. p'eiugas hegistrasi mJlakukan perekaman data kedalam database

kePendudukan.
b. Kepala lnstansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK-

Pasal 13

(1). Orang asing yang memiliki lzin Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
\ / 

wajib- metJpo*a"n kepada lnstansi Pelaisana dengan menyerahkan percyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11'



(2). lnstansi Pelaksana memproses penerbitan atau perubahan KK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :

a. penduduk r"ngili drn rienandatanganiformulir permohonan KK ;

;. eetugas Registiasi melakukan verifi(asi dan validasidata penduduk ;

c. Petugas menandatangani formulir permohonan.KK ;

;. Petu[as melakukan p-erekaman data kedalam database kependudukan'

Kepala lnstansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK'

PARAGRAF 3

PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 14

(1). Penerbitan KTP baru bagi penduduk Kabupaten Katingan dilakukan setelah

memenuhi sYarat beruPa :

a. Telah berusia 17 ( iujuh Belas ) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin ;

b. Surat pengantar RT/RW dan Kepala Desa/Lurah ;

c. FotocoPY ;

1. KK
Z. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 ( Tuiuh

Belas)
tahun ;

3. KutiPan Akta Kelahiran ;dan
d. Surat t<eterangan Datang dari Luar Negeriyang diterbitkan oleh lnstansi Pelaksana

bagi pendudu[ Katingan yang datang dari Luar Negeri karena pindah'

(2). penerbitan KTp baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan

setelah memenuhi sYarat beruPa ;

a. Telah berusia ti guiufr Belas ) atau sudah akwin atau pernah kawin ;

b. fotocoPY :

1. KK;
2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (Tujuh

Belas) tahun;
3. KutiPan Akta Kelahiran ;

4. Paspor dan lzin TinggalTetap ; dan

c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian'

Pasal 15

(1). Penerbitan KTP karena hilang atau rusalU.aoi penduduk Kabupaten Katingan atau

orang asing yang memiliki liin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi syarat

berupa :

a. surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian atau KTP yang rusak ;

b. FotocoPY KK; dan
c. Paspoi dan lzin Tinggal Tetap bagi orang asing'

(2). penerbitan KTp karena pindah datang bagi penduduk Kabupaten Katingan atau orang

asing yang memiliki lzin TinggalTetap, dilakukan setelah memenuhisyarat berupa :

a. surat Keterangan Pindah/surat Keterangan Pindah Datang ; dan

b. Surat Keterarigan Datang dari Luar Negeri bagi penduduk Kabupaten Katingan

yang datang dari Luar Negeri karena pindah'

(3).



(3). Penerbitan KTP karena perpanjqlgan bagi. penduduk Kabupaten Katingan atau orang

asing yang memiliki lzin Tinggait"itap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

a. Fotocopy KK;
b. KTP Lama;dan
c. roto"opy-p*por lzin Tinggal TetlR dan. _Surat 

Keterangan Catatan Kepolisian

bagiorahg asing yang memiliki lzin TinggalTetap'

(4). Penerbitan KTP karena adanya perubahanilt" bagi penduduk Kabupaten Katingan

atau orang 
".ing 

y;ng memitifti lzin Tinggalretap, dilakukan setelah memenuhi syarat

berupa :

a. FotocoPY KK;
b. KTP Lama; dan
c. Surat f"t"ong"n Bukti Perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa

Penting.

Pasal 16

(1). Penduduk Kabupaten Katingan wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan

menyerahran p"r"varatan sibagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal

15.

(2). proses penerbitan KTP di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan tala cara :

a. penduduimengisi dan menandatanganiformulir permohonan KTP ;

b. petugas Regist-rasi mencatat dalari Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan

Peristiwa Penting ;

c. petugas Registrisi melakukan verifikasidan validasi data ;

d. Kepala Desi/Lurah menandatangani formulir permohonan.KTP ;

e. petugas Registrasi menyerahkin formulr permohonan KTP kepada penduduk

untuk di laPorkan kePada Camat'

(3). Proses penerbitan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e,

dilakukan dengan tata cara :

a. petugas R-egistrasi melakukan verifikasi dan validasidata penduduk;

b. Camit menandatanganiformulir permohonan KTP ;

c. petugas Registrasi menyampaikan formulir permohonan 
- 
KTP yang dilampiri

dengan kele"ngkapan beifas' persyaratan kepada lnstansi Pelaksana sebagai

dasar Penerbitan KTP.

(4). penerbitan KTp di lnstansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c,

dilakukan dengan tatacaru :

a. petugas iQistrasi melakukan perekaman data kedalam database kependudukan;

b. lnstansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KTP.

Pasal 17

(1). Orang asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap wajib melapor kepada lnstansi

pelaksana oen'g"n- membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (2) dan Pasal 15.

(2). lnstansi pelaksana memproses penerbitan KTP orang asing sebagaimana dimaksud

pada AYat (1), dengan tata cara :

;. Meirgisi dan menandatanganiformulir permohonan KTP ;

b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data ;

c. petugas CJgistiasi melakukan perekaman data kedalam database kependudukan

d. Kepala lnstinsi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KTP.



Pasal 18

Dalam hal KTp ditebitkan karena perpanjangan, KTp Lama ditarik oleh instansi pelaksana

Pasal 19

(1). Dalam KTP dimuat paspoto berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan

ketentuan :

a. Penduduk yang lahir pada tahun ganiil, latar belakang paspoto ben,lrarna merah,

atau
b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang paspoto berwarna biru'

(2). Paspoto sebagaimana dimaksud pada ayat (1)..9erukuran 2x3 cm dengan ketentuan, 
Z07o tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab'

BAGAIAN

KEDUA

PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN

PARAGRAF 1

PENDAFTARAN PINDAH DATANG PENDUDUK DALAM WLAYAH
KABUPATENKATINGAN

Pasal 20

Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan pendudg.k dalam wilayah

Kabupaten Katingan dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan

penduduk.
kiasitit<asi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai

berikut :

a. Dalam satu Desa/Kelurahan ;

b. Antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan ;

c. Antar Kecamatan dalam Kabupaten ;

d. Pindah keluar dari wilayah Kabupaten Katingan'

Pasal 21

pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk Kabupaten Katingan dengan klasifikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O ayal (2) huruf b, huruf c, dan huruf d'

dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar RT/RW, KK dan KTP

untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah'

surat Keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 30 (

Tiga Puluh ) hari keria.

pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimakgud pada ayat (2)

kejada penduduk, h(Tp yang bersa-ngkutan dicabut dan dimusnahkan oleh instansi

yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah'

surat Keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sebagai

pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan'

(1)

(2).

(1 ).

(2t.

(3).

(4)



Pasal 22

(1). Penduduk Kabupaten Katingan yary be.rmaksud pindah dengan .ka.sjfikasi
sebagaimana dimaksud dalarn- pasal 26 ayat (2) huruf a, melapor kepada Kepala

Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal2l'

(Z). pendaftaran penduduk di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan tata cara sebagai berikut : 
-

a. pendudulimengisi dan menandatanganiformulir permohonan pindah ;

b. petugas registiasi mencatat dalam buku harian peristiwa Kependudukan dan

peristiwa Penting ;

c. iretugas Lgistra;i melakukan verifikasidan validasi data penduduk ;

d. Kepala Dlsa/Lurah atas nama instansi pelaksana menerbitkan dan

menandatangani Pindah datang ;dan
e. petugas Relistrasi mencatat dalam Buku lnduk Penduduk dan Buku Mutasi

Penduduk.

(3). Surat Keterangan Pindah datang Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

digunakan sebagaidasar untuk :

a. proses peru-bahan KK bagi kepala/anggota keluarga KK yang tidak pindah ;

b. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru ; dan

c. Perekaman kedalam database kependudukan'

Pasal 23

(1). Penduduk Kabupaten Katingan yalg dimaksud pindah dengan klasifikasi

sebagaimana dimaksud dalarn- pasai 2O ayat (2) huruf b, _melapor kePada kepala

Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(Z\. pendaftaran penduduk di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara :

a. penduduli mengisi dan menandatangani fonnulir permohonan pindah ;

b. petugas registrisi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan

Peristiwa Penting ;

c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ;

d. Kepala Dela/Lurah atas nama Kepala lnstansi Pelaksana menerbitkan dan

menandatangani Surat Keterangan Pindah ;

e. petugas R{istrasi mencatat dalam Buku lnduk Penduduk dan Buku Mutasi

Penduduk
f. Surat feierangan Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d,

diserahian rejada penduduk untur dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah tempat

tujuan.

(3). Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayal (2) huruf d, digunakan

sebagai dasar :

a. proses perubahan KK bagi kepala desa / anggota keluarga dalam KK yang tidak

pindah ;

b. Perekaman kedalam database kependudukan'

Pasal 24

(1). penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasat 23, melapor kedatangannya kepada

Kepala Desa/Lulah tempat tujuan dengan menunjukan Surat Keterangan Pindah.

(2). pendaftaran penduduk di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan tata cara :



(3).

(1 ).

(2).

a. penduduk mengisi dan menandatanganiformulir Permohonan Pindah Datang ;

b. petugas Regisirasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan

Peritiwa Penting ;

c. petugas Registlasi melakuakan verifikasi dan validasi data penduduk; dan

d. Kepala DeJa/Lurah atas nama Kepala lnstansi Pelaksana menerbitkan dan

menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang'

Surat Keterangan Pindah Datang sebagaiamna dimaksud pada ayat (2) huruf d'

digunakan sebagai dasar :

a. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru ; dan

b. Perekaman kedalam database kependudukan'

Pasal 25

penduduk Kabupaten Katingan yang bermaksud pindah klasifikasi sebagaimana

dimaksud dalam pasal 20 iyat (z; nurut c, melapor kepada Kepala Desa/Lurah

dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21'

pendaftaran penduduk di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan tata cara :

a. Pendudulimengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah;

b. petugas Registrasi melakukan verifikasidan validasi data penduduk;

c. petulas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan

Peritiwa Penting;
d. Kepala Desa/Litrah mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada Surat

Pengantar dari RTIRW;
e. petrjgas Registrasi mencatat dalam Buku lnduk Penduduk dan Buku Mutasi

Penduduk; dan
t. Kepala Desa/Lurah/petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan

pindah sebagaimana dimkasud dalam huruf a dan surat pengantar

sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Camat'

(3). pendaftaran penduduk diKecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f,

dilaklukan dengan tata cara :

a. petugas re-gisfasi melakukan veriflkasidan validasidata penduduk ;

b. Camat atal nama Kepala lnstansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani

Surat Keterangan Pindah ; dan
c. Surat Keteraigan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf b diserahkan

kepada penduduk untuk dilaporkan ketempat tujuan'

(4). Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan sebagai

dasar :

a. proses perubahan KK bagi kepala / anggota keluarga dalam KK yang tidak

pindah; dan
b. Perekaman kedalam database kependudukan'

Pasal 26

(1). penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, melaporkan kedatangannya

kepada Kepala fesa/Lurah ditempat tujuan dengan menuniukan Surat Keterangan

Pindah.

(2). pendafiaran penduduk di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan tata cara :

a. Pendudulimengisi dan menandatangani formulir pindah datang ;

b. petugas Regislrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan

Peristiwa Penting;



c. petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan

d. Kepala Deia/Lurah menandatangani dan meneruskan formulir permohonan

pindah datang sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Camat.

(3). pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,

dilakukan dengan tata cara :

a. Petugas melakukan verifikasi dan validasidata penduduk; dal
b. Camat ,t . n"rn, Kepala lnstansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani

Surat Pindah Datang.

(4). Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayal (3) huruf b,

digunakan sebagai dasar :

a. Proses Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan

b. Perekaman kedalam Database Kependudukan'

Pasal2T

(1). Penduduk Kabupaten Katingan yary bermaksud pindah dengan klas-ifikasi

sebagaimana dimaksud dalam pasil 20 ayat (2) huruf d, melapor kepala Kepala

Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(2). pendaftaran penduduk di Desa/Lurah sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan

tata cara :

a. penduduk mengisi dan menandatanganiformulir permohonan pindah;

b. petugas Regist-rasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan

Peristiwa Penting;
c. petugas Registrasi melakukan verifikasidan validasi data penduduk;

d. Kepaia Desa/Lurah menandatangani Sqra! Pengantar Pindah;.

e. peiugas Registrasi mencatat ditam Buku lnduk Penduduk dan Buku Mutasi

Penduduk; dan
f. Kepala Desa/LurahlPetugas Registrasi meneruskan berkas formulir permohonan

pindah sebagaimana di-maksud pada huruf a dan Surat Pengantar Pindah

sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Camat'

(3). pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f,

dilakukan dengan tata cara :

a. Petugas melakukan verifikasi dan validasidata penduduk;

b. Camat menandatangani Surat Pengantar Pindah; dan

c. petugas Registrasi menyampaikan form_ulir permohonan pindah sebagaimana

dimaksud pia" ayat Qj huruf f dan Surat Pengantar Pindah sebagaimana

dimaksud faOa aiat ig) huruf b kepada lnstansi Pelaksana sebagai dasar

penerbitan Surat Keterangan Pindah.

(4). Kepala lnstansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan
pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ketempat tujuan.

(5). Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai

dasar :

a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;

dan
b. Perekaman kedalam Database Kependudukan'



Pasal 28

(1). penduduk Warganegara Republik lndonesia yang pindah datang kedalam wilayah

Kabupaten Katingan, melaporkan kedatangan kengdS.Kepala Desa/Lurah .ditempat
tujuan dengan lienunjukkan surat keterangan pindah dari lnstansi Pelaksana di

daerah asal.

(Z). pendaftaran penduduk di desa/keturahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan tata cara :

a. pendudukhengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah datang;

b. petugas Regisirasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan

Peristiwa Penting;
c. petugas Registrisi melakukan Verifikasi dan Validasi Data Penduduk;

d. Xepaia DeJa/Lurah menandatangani dan meneruskan formulir Permohonan
pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Camat.

(3). pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf d,

dilakukan dengan tata cara :

a. petugas RLgistrasi melakukan verifikasi dan validasi Data Penduduk; dan

b. Camit menindatangani formulir Permohonan Pindah Datang dan menyampaikan

kepada Kepala lnstinsi Pelaksana sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan

Pindah Datang.

(4). Kepala lnstansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan

Pindah Datang.

(5). Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan

sebagai dasar:
a. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan

b. Perekaman kedalam database kependudukan'

PARAGRAF 2

PENDAFTARAN PENDUDUK YANG BERTRANSMIGRASI

Pasal 29

persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk pindah datang yang bertransmigrasi meliputi:

a. Surat Pengantar RTIRW;
b. KK;
c. KTP;
d. Kartu seleksi calon Transmigrasi;
e. Surat Pemberitahuan Pemberangkatan; dan
f. Surat pengantar dari PejabaUlnstansi yang menangani urusan transmigrasi.

Pasal 30

(1). Setiap penduduk Kabupaten Katingan akan bertransmigrasi dengan klasifikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dan huruf d berlaku

persylratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dengan tata cara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Bupati ini.

(Z). penduduk Warga Negara Republik lndonesia yang Pindah Datang dalam

Transmigrasi keOalam wilayah Kabupaten Katingan, berlaku persyaratan

sebagaiimana dimaksud dalam Pasal 25, dengan tata cara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28.



(3) pelaporan pindah datang penduduk yang bertransmigrasi sebagaimana dimaksud\-' 
pada ayat (1) dan ayat lzioinantu oleh lnstinsiyang menangani urusan transmigrasi.

PARAGRAF 3

PENDAFTARAN PINDAH DATANG ORANG ASING DAI.AM WILAYA}I
KABUPATEN KATINGAN

Pasal 31

(1). persyaratan dan tata cara perpindahan orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas

dan orang asing yang memifiki izin tinggal tetap dalam wilayah Kabupaten Katingan

dilakukan dengin 
-memperhatikan 

klasifi kasi perpindahan pendud uk'

(2). Klasifikasi perpindahan orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai

berikut:
a. Dalam wilayah Kabupaten Katingan; dan

b. Pindah Keluar dari wilayah Kabupaten Katingan'

Pasal 32

(1). pelaporan pendafiaran pindah datang orang asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap

dalam wilayah Kabupaten Katingan dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

a. KK;
b. KTP untuk Orang Asing;
c. Fotocopy Pasport dengan menunjukkan aslinya;
d. Fotocopy Kartu lzin TinggalTetap;
e. Menunjukkan Buku Pengawasan Orang Asing; dan

f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian'
(2). pelaporan pendaftarin pindah datang oralg asing yang memiliki.lzin TinggalTerbatas

dalam wilayah Kabupaten Katingan, dilakukan dengan memenuhisyarat berupa :

Surat keterangan temPat tinggal;
Fotocopy Pasprt dengan menujukkan aslinya;
Fotocopy Kartu izin tinggal terbatas; dan
Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Pasal 33

(1) Orang asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap atau Orang Asing yang memiliki lzin

Tinggll fe6ataslermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam
paJaf 30 ayat (2) huruf a, melapor kepada Kepala lnstansi Pelaksana dengan

menbawa persyaiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

(Z). pendaftaran orang asing di lnstansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan tata cara :

a. Orang asing mengisi dan menandatangani formulir Surat Keterangan Pindah

Datang;
b. Petugis Registrasi melakukan verifikasi dan validasidata;
c. Kepala lnsta-nsi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang;

d. peiugas merekam data dalam database kependudukan; dan

e. petulas menyampaikan lembar kedua Surat Keterangan Pindah Datang kepada

Kepala Desa/Lurah tempat tinggal asal.

a.
b.
c.
d.

(3). Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat

digunakan sebagai dasar :

a. Perubahan krc bagi kepala keluarga/anggota keluarga dalam KK

pindah;

(2) huruf c,

yang tidak



b. Penerbitan surat keterangan tempat tinggal dengan alamat baru bagi orang asing
yang memiliki izin tinggalterbatas; dan

c. Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki izin
tinggaltetap.

(4). lnstansi Pelaksana menyampaikan data pindah datang orang asing kepada Camat

dan Kepala Desa/Lurah ditempat tujuan.

Pasal 34

(1). Orang asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap atau Orang Asing yang memiliki lzin

Tingg; terb-aias y"ng bermaksud pindah dengan klasifikasi. sebagaimana yang

dimiksud dalam pisaigt Ayat (2) huruf b, melapor kepada Kepala lnstansi Pelaksana

dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

(Z). pendaftaran Orang Asing di lnstansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

dilakukan dengan tala cara :

a. Orang Asing mengisi dan menandatanganiformulir surat keterangan pindah;

b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;

c. Kepaia initansi pelaksana menandatangani surat keterangan pindah dan

, menyerahkan kepada orang asing untukdilaporkan ke daerah tujuan; dan'd. 
Petugas merekam data dalam database kependudukan.

(3). Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, digunakan

sebagai dasar [erubahan KK Oagi fepala keluarga/anggota keluarga dalam KK yang

tidak pindah.

Pasal 35

(1). Orang asing yang memilki lzin Tinggal Tetap atau orang asing yang memiliki izin

tinggaiterb"i"., ying pindah datang-[edallm wilayah Kabupaten Katingan, melapor

kelltangannya' f."piO', Kepala lnltansi Pelaksana dengan menyerahkan Surat

Keterangan Pindah Datang dari lnstansi Pelaksana daerah asal'

(Z). pendaftaran Orang Asing di lnstansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

dilakukan dengan tata cara :

a. Orang ,rlng mengisi dan menandatangani formulir surat keterangan pindah

datang;
b. Petugis Registrasi melakukan verifikasi dan validasidata;

c. Kepala lnstjnsi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang;

d. peiugas merekam data dalam database kependudukan;

(3). Surat Keterangan Pindah Datang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

digunakan sebagai dasar " -,.- -- --:-- -^a:riL: r, .

a. penerlcitan KK dan KTp dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki lzin

TinggalTetaP; atau
b. Penerbitan surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi orang

asing yang memiliki lzin TinggalTerbatas'

(4). lnstansi Pelaksana menyampaikan data pindah datang orang asing kepada Camat

dan KePala Desa/Lurah-



BAGIAN KETIGA

PENDAFTARAN PINDAH DATANG ANTAR NEGARA

Pasal 36

perpindahan penduduk antar negara, meliputi .klasifikasi 
sebagai berikut :

a. penduduk rauuprten Katirigan'pino'"n kehar negeri untuk menetap dalam iangka

waktu 1 (Satu) tahun atau lebih berturut-turut;
b. warga Negara lndonesia penduduk Kabupaten Katingan yang, lalano dari Luar Negeri

tareia pinOan dan memetap kembalidiwilayah Kabupaten Katingan;

c. Orang asing yang datang dari Luar Negeri dengan lzin TinggalTerbatas;

d. orang asing yg;g rn"riit i iZin tinggal-tetap atau orang asing yang memiliki iZin tinggal

terba[as yang akan pindah ke Luar Negeri'

Pasal 37

(1). pendaftaran bagi penduduk yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana

dimaksud dalani iasal 36 huiuf a, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

Surat Pengantar Pindah dari RTIRW;
KK; dan
KTP.

(2,). pendaftaran bagi penduduk yang datang dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud

dalam pasal ed nuruf o oilirurln dengan memenuhi syarat berupa pasport atau

dokumen Pengganti PasPort.

(3). pendaftaran bagi orang asing yang datang dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 36 huruf Cditakukan dengan memenuhi syarat berupa :

a. PasPort; dan
b. lzinTinggalTerbatas.

(4). pendaftaran bagi orang asing yary 
. 
akan pindah dengan klasifikasi sebagaimana

dimaksud dalam-Pasal 5O huruf d, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

a. KK dan KTP bagi orang asing yang memiliki lzin TinggalTetap; dan

b. Surat Keterangin Tempat finggil bagi orang asing yang memiliki izin tinggal

terbatas.

Pasal 38

(1). Penduduk Kabupaten Katingan yang akan pindah ke Luar Negeri sebagaimana

dimaksud dalam pasal 36 huruf- a, hehpor kepada Kepala DesalLurah dengan

membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).

(Z). pendaftaran penduduk di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan tata cana :

a. pendudulimengisi dan menandatangani formulir Surat Pengantar Pindah ke Luar

Negeri;
b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan

Peristiwa Penting;
c. petugas Regiskisi melakukan verifikasidan validasi data penduduk;

d. Kepala Desla/Lurah mengetahui dan menandatangani serta meneruskan Surat
pengantar pindah fe Luir Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada

Camat;
e. petugas Registrasi mencatat dalam Buku lnduk Penduduk dan Buku Mutasi

Penduduk.

a.
b.
c.



(2). lnstansi Pelaksana
dengan tata cara :

melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran orang asing

Tinggal Terbatas;
b. Petugas Registrasi melakukan verifikasidan validasi;

c. Kepala lnstinsi pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat keterangan

tempat tinggal; dan
d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.

(3). lnstansi Pelaksana menyampaikan data pindah datang orang asing kepada Camat

dan kepala Desa/Lurah.

(4). Kepala Desallurah melakukan pendaftaran orang asing yang melaporkan
' ' 

kedaiangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan _cara Petugas Registrasi

mencatal daiam Buliu Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku

lnduk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.

Pasal 41

(1). Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berubah status menjadi izin

tinggaltetapl mehpor kepada lnstansi Pelaksan dengan membawa persyaratan :

a. Pasport;
b. Surat keterangan tempat tinggal;
c. Kartu izin tinggaltetaP; dan
d. Surat keterangan catatan kepolisian.

(2\. pendaftaran orang asing di lnstansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan tata cara :

a. Orang aslng mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran orang asing

tinggaltetaP;
b. Peiugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi;

c. Kepala instinsi pelaksana menertibkan dan menandatangani KK dan KTP orang

asing; dan
d. petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan.

(3). lnstansi pelaksana menyampaikan data pindah datang orang asing kepada Camat dan

kepada KePala Desa/Lurah.

(4). Kepala DesalLurah melakukan pendaftaran orang asing yang melaporkan

kedaiangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi

mencatat Oaiam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, buku

penduduk dan buku mutasi penduduk.

Pasal42

(1). Orang yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf

d, melipoi fepaOa instansi pelaksina dengan membawa persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 aYal (4'1-

(2,). pendaftaran orang asing di instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1),dilakukan dengan tata cara :

a." Orang asing-mengisi dan menandatangani formulir keterangan pindah ke luar

negeri
b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;

c. Kepala insiansi pelaksana menyimpan KK dan KTP orang asing atau surat

keterangan tempat tinggal dari orang asing yang akan pindah;



(3). Pendaftaran Penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d'

dilakukan dengan tata cara :

a. surat p;t;tri nnorn ke Luar Negeri dari penduduk diketahui camat dengan

membubuhkan tanda tangan ;

b. Petugas melakukan verifikasidan validasi; r .- ,,- r ..^- rr^^ ^-i t aaaAa rnc*ar
c.Petugasmenerust<ansuratPengantarPindahkeLuarNegerikepadalnstansi

Pelaksana; dan
d. petugas nlg'"ttr"i merekam data dalam database kependudukan'

(4). Pendaftaran Penduduk di lnstansi Pelaksanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf c, dilakukan dengan tata cara :

a. petugas menerimi surat e*,nlrntar Pindah.ke Luar Negeridari penduduk disertai

persyaratan sebagaimana dimiksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c;

b. retugasilegiitt# melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

c. Kepala lnstinsi pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan

Pindah ke Luar Negeri;
d'PetugasRegistrasimencabutKTPpendudukyangtelahmendapatkanSurat

Keterangan Pindah ke Luar Negeri;

e. Dalam hal satu keluarga piniarr ke Luar Negeri, KK penduduk yang pindah

dicabut oleh lnstansi Pelaksana; dan

f. Dalam hal 1 (satu) orang atau beberapa orano oa1 rtu keluarga pindah ke Luar

Negeri, lnstansi pelaksana melakukan.perubahan KK bagi anggota keluarga yang

tinggal.

Pasal 39

(1). Penduduk Kabupaten Katingan yang datang d.ari Luar Negeri sebagaimana dimaksud

dalam pasal 36 huruf b, melapor- kepadi lnstansi Pelaksana dengan membawa

persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayal(2).

(2). lnstansi Pelaksana melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan

tata cara :

a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir Surat Keterangan datang dari

luar negeri;
b. Petuga6 Registrasi melakukan verifikasi dan validasi;

c. Kepala lnstinsi pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan

Daiang dari Luar negeri,KK dan KTP; dan

d. petugasiegistrasi rierekam data dalam database kependudukan'

(3). Penduduk yang telah mendapatkan KK dan KTP sehagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf c, melaporkan keiatangannya 
. 
kepada Camat, Kepala Desa/Lurah dan

RT/RW tenipai-odrisili dengan rienyerahkan surat Keterangan Datang dari Luar

Negeri.

(4). Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran yang melaporkan kedatangannya

sebagaimana Oimat<sud pada ayat (3) d9nga1 cara petugas registrasi mencatat dalam

Buku Harian peristiwa Kepenclircluian dan Peristiwa Penting, Buku lnduk Penduduk

dan Buku Mutasi Penduduk'

Pasal 40

(1).orangasingyangdatangdariluarnegerisebagaimanadimaksuddalamPasal36
huruf c, *iiporl"n ke[ada lnstansi Pelaksana dengan membawa persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3)'



d. petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan; dan

e. petugas rJgistrasi menyampaikan formulir keterangan pindah Ke luar negeri

fepala Cailat dan kepata Desa/Lurah tempat domisili.

(3). Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran orang asing sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf e, dengan cara petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa

kependuduran'dan 
-buku peristiwi peniing, buku induk penduduk dan buku mutasi

penduduk.

BAGIAN KEEMPAT

PENDATAAN PENDU DU K RENTAN ADMIN ISTRASI KEPEN DUDU KAN

Pasal 43

pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi :

a. Penduduk korban bencana alam;
b. Penduduk korban bencana sosial;
c. Orang terlantar; dan
d. Komunitas terPencil.

Pasal 44

(1). pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk lgrban bencana sosial

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dan b, dilakukan oleh instansi

pelaksana dengan menYediakan :

;. Formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;

b. Formulir Pendataan; dan :.- r-
c. Dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan instansi

pelaksana.

(Z), pendataan orang terlantar sebagimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, dilakukan

dengan menYediakan:
a. Formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan; dan

b. Formulir Pendataan-

(3). pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d,

dilakukan oleh instansi pelaksana dengan menyediakan :

a. Formulir keterangan atau pengakuan dari demang/ kepala adat setempat ; dan

b. Formulir Pendataan'

Pasal 45

(1). pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dilakukan dengan cara :

a. Mendatangi penduduk ditempat penampungan sementara;

b. Mengisi foimutir pendataan untuk ditandatangani penduduk;

c. Melakukanverifikasidanvalidasi;
d. Mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke instansi pelaksana;

dan
e. Membantu proses penerbitan surat keterangan pengganti tanda identitas dan

surat keterangan pencatatan sipil'

{2\. pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (2), dilakukan

dengan tata cara :

a. Membuat data lokasi orang terlantar;
b. Mendatangi orang terlantar;



c. Mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;

d. Mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke instansi pelaksana;

dan
e. Membantu proses penerbitan surat keterangan orang terlantar.

(3). pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3\,

dilakukan dengan tata cara :

a. Mendatangi lokasiterpencil;
b. Mengisi formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;

c. Melakukan verifikasidan validasi Data;
d. Mencatat dan merekam Data Penduduk untuk disampaikan ke lnstansi Pelaksana;

dan
e. Membantu proses penerbitan surat keterangan tanda komunitas.

(4). Kepala instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan

pengganti tanda identitas dan surat keterangan pencatatan sipil sebagaiamana

bimi[suO pada ayat (1) huruf e, surat keterangan orang terlantar sebagaimana

dirnaksud pada nylt (Z) huruf f dan surat keterangan tanda komunitas sebagaimana

dimaksud Pada AYat (3) huruf e'

(5). Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meniadi dasar bagi kepala

instansi pelaksana menerbitkan dokumen kependudukan.

BAGIAN KELIMA

PELAPORAN PENDUDUK YANG TIDAK MAIIIPU MELAPORKAN SENDIRI

Pasal 46

(1). penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran

penduduk Oipai dibantu oleh instansi pelaksanan atau meminta bantuan kepada

orang lain.

(2'). penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu

karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.

(3). Orang lain sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang lain

yang diberi kuasa.

(4). pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

BAB III

PENGATATAN SIPIL

BAGIAN PERTAiIA

PENCATATAN KELAHIRAN

PARAGRAF 1

PENGATATAN KELAHIRAN DI INDONESIA

Pasal4T

(1). Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi

pelaksana.



(2). Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' dilakukan

dengan memPerhatikan :

a. lempat d'omisili ibunya bagi penduduk Kabupaten Katingan;

b. Diluar tempat domisiii ibunya bagi penduduk Kabupaten Katingan;

c. Tempat domisili ibunya bagi penduduk or?lg asing;

d. Diluar tempat domisiii ibunya bagi penduduk orang asing;

e. Orang asing pemegang izin kunjungan; dan

f. Anak yang IiOaf di[etahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Pasal 48

(1). pencatatan kelahiran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf

a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

a. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;

b. Nama dan identitas saksi kelahiran;
c. KK orang tua;
d. KTP orang Tua; dan
e. Kutipan akta nikah I aKta perkawinan orang tua'

(Z). Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikahlakl3 perkawinan orang

tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap

dilaksanakan.

(3). pencatatan kelahiran orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2)

huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

a. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;

b. Kutipan akta nikahlakta perkawinan orang tua;

c.KKdanKTPorangtuabagipemegangizintinggaltetap;
d. Surat keterangan-tempat-tinggal brang tua bagi pemegang izin tinggal terbatas,

dan atau
e. Paspor bagi pemegang izin kunjungan'

(4). persyaratan pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2)

huruf f, dengan melampirkan Berita Acara pemeriksaan dari Kepolisian.

Pasal 49

pencatatan kelahiran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a,

dilakukan dengan tata cara :

a. penduduk mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menuniukkan

persyaratan seoaiaimana dimaksud dalam pasat 48 ayat (1) kepada petugas registrasi

di kantor Desa/Kelurahan.
b, Formulir surat keterangan kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a,

ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/ Lu1ah.

c. Kepala oesJt-urah berkewajiban meneruskan formulir surat keterangan kelahiran

kepada lnstansi pelaksanan atau UPTD instansi pelaksana untuk diterbitkan Kutipan

Akta Kelahiran.
d. pejabat pencatatan Sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana

mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan

menyampaikan repada Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon.

Pasal 50

pencatatan kelahiran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b'

dilakukan dengan tata cara :



a.

b.

penduduk melaporkan data kelahiran anggota keluarganya kepada lnstansi Pelaksana

setempat dengan membawa persyaratan yang ditetapkan untuk dicatat dalam register

akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.
Dalam kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib disampaikan pada lnstansi

pelaksana atau UPTD instansi pelaksana ditempat domisili ibu setelah penduduk yang

bersangkutan kembali ke wilayah Kabupaten Katingan.
lnstansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerima data kelahiran

sebagaimana dimaksud pada huruf b mencatat dan merekam kedalam database

kependudukan.

Pasal 51

pencatatan kelahiran orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Ayal (2) huruf c,

dilakukan dengan tata cara :

a. Orang aslng mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan

persylratan iebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) kepada instansi pelaksana

atau UPTD instansi Pelaksana.
b. pejabat pencatatan Sipil pada lnstansi Pelaksana atau UPTD lnstansi Pelaksana

mencatat pada RegisterAkta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 52

pencatatan kelahiran orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d,

dilakukan dengan tata cara :

a. Orang asing melaporkan data kelahiran kepada instansi pelaksana setempat untuk

dicatat dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.
b. Data kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib disampaikan kepada lnstansi

Pelaksana atau UPTD instansi pelaksana ditempat domisili ibu.

c. lnstansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerima data kelahiran

sebagiamana dimaksud pada huruf b mencatat dan merekam database kependudukan.

Pasal 53

pencatatan kelahiran orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e,

dilakukan dengan tata cara :

a. Orang as'ing mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan

persylratan senagaimana dalam Pasal 48 ayat (3) a dan huruf e kepada lnstansi

Pelaksana atau UPTD instansi pelaksana.
b. pejabat pencatatan Sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana

mencatatdalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Pasal 54

pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan Orang

tuanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata

cara:
a. pelapor/pemohon mengisi formulir keterangan kelahiran dengan menyertai Berita Acara

pemeriksaan Kepolisiin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) kepada

lnstansi Pelaksana atau UPTD instansi pelaksana.

b. pejabat pencatatan Sipil pada lnstansi Pelaksana atau UPTD lnstansi Pelaksana

mencatat dalam registrasi akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran'



PARAGRAF 2

PENGATATAN KELAHIRAN DILUAR WILAYAH NEGARA
KESATUAN RAPUBLIK INDONESIA

Pasal 55

(1). Kelahiran penduduk Katingan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia

dicatat pada lnstansiyang berwenang di negara setempat.
(2). Pencaiatan kelahiran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan

kepada Perwakilan Republik I ndonesia setempat.

Pasal 56

Dalam hal Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang

asing, pencatatin kelahiran penduduk dilakukan pada Penrvakilan Republik lndonesia.

Pasal 57

(1). Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 setelah kembali ke

wilayah Kabupaten Katingan melaporkan kepada instansi pelaksana atau UPTD
instansi pelaksana untuk menyampaikan data kelahiran dan bukti laporan/pencatatan

kelahiran dari Luar Negeri.
(2). lnstansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerima data kelahiran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dan merekam ke dalam database
kependudukan.

PARAGRAF 3

PENCATATAN KELAHIRAN DIATAS KAPAL LAUT ATAU PESAWAT TERBANG

Pasal 58

(1). Kelahiran penduduk Kabupaten Katingan diatas kapal laut atau pesawat terbang diluar
wilayah Kabupaten Katingan diberikan surat keterangan kelahiran oleh Nahkoda Kapal

Laut atau KaPten Pesawat Terbang-
(Z). Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaiamana dimaksud pada ayat (1)

berlaku ketentuan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia berlaku

ketentuan mengenai pencatatan sipil kelahiran diluar tempat domisili sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50.
(3). persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran anak penduduk Kabupaten Katingan

yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia berlaku ketentuan

mengenii pencatatan Kelahiran diluar wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57.

PARAGRAF 4

PENCATATAN KELAHIRAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU

Pasal 59

(1). Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampui batas waktu 60 (Enam Puluh) hari

sampai dengan 1 (Satu) tahun sejak tanggal kelahiran dilakukan sesuai dengan

ketentuan persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48

setelah mendapat persetujuan Kepala instansi pelaksana.



(2).

(2\. Tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku

ketentuan mengenai tata cara pencatatin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49,

Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53'

Pasal 60

(1). Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampui batas 1 (Satu) tahun sejak tanggal

kelahiran oirar<ulln dengan ketentuan mengenai persyaratan_pencatatan kelahiran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan

Negeri.

(2). Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berlaku xeteniuan mengenai tata cara sebagaimani dimaksud dalam Pasal 49, Pasal

50, Pasa! 51, Pasal 52dan Pasal 53'

(1 ).

PARAGRAF 5

PENCATATAN LAHIR IIIATI

Pasal 61

Pencatatan pelaporan lahir mati dilakukan dengan memenuhisyarat :

a. Surat pengantar RT/RW; dan
b. KeterangJn hhir mati dari dokter/bidanlpenolong kelahiran.

Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Desa/Lurah mengeluarkan dan meneruskan surat pengantar lahir mati kepada

Camat.

Surat pengantar lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui Camat

dengan'mei.,UuOunkan tandatangan dan diteruskan kepada instansi pelaksana.

lnstansi pelaksana menerbitkan surat keterangan lahir mati dan merekam data ke

dalam database kePendudukan.

pencatatan pelaporan lahir mati orang asing dilakukan oleh instansipelaksana.

BAGIAN KEDUA

PENCATATAN PERKAVVI NAN

PARAGRAF 1

PENCATATAN PERKAWINAN DIWLAYAH KABUPATEN KATINGAN

Pasal 62

(1). pencatatan perkawinan dilakukan di instansi pelaksan atau UPTD instansi pelaksana

temPat teriadinYa Perkawinan.

(2). Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan

memenuhi sYarat beruPa :

a. Surat keterangan ielah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau

surat perkawi-nan pengnayat kepercayaan yang ditandatangani oleh pemuka

pengaYat kePercaYaan.
b. KTP suamidan isteri;

(3).

(4).

(5).



c. Pasphoto suami dan isteri
d. Kutipan aka kelahiran suami dan isteri; dan
e. Pasport bagisuami atau isteri orang asing

(3). Pencatatan perkawinan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata
cara:
a. Pasangan suami dan isteri mengisi formulir perkawinan pada UPTD instansi

pelaksana atau pada instansi pelaksana dengan melampirkan persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
b. Pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD instansi pelaksana atau pada instansi

pelaksana mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta
perkawinan.

c. Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada
masing-masing suami dan isteri.

d. Suami dan isteri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan yang
dilakukan diluar wilayah Kabupaten Katingan kepada instansi pelaksana atau
UPTD instansi pelaksana.

Pasal 63

(1). Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa nikah disampaikan kepada
instansi pelaksana untuk direkam ke dalam database kependudukan.

(2). Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak
dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perkawinan.

Pasal&1

(1). Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan Pengadilan dilakukan di instansi
pelaksana atau UPTD instansi pelaksana.

(2). Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara
menunjukkan Penetapan Pengadilan.

PARAGRAF 2

PENCATATAN PERKAWINAN DILUAR WILAYAH NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 65

(1). Pencatatan perkawinan penduduk Kabupaten Katingan diluar wilayah Negara
Kesatuan Republik lndonesia dilakukan pada instansi yang benruenang di negara

setempat.

(2). Perkawinan penduduk yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaporkan kepada perwakilan Republik lndonesia setempat untuk dicatatkan peristiwa
perkawinan dalam register akta perkawinan dan penerbitan kutipan akta perkawinan.

(3). Apabila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang
asing, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Perwakilan Republik lndonesia.



Pasal 66

(1). penduduk Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 setelah

kembati ke wilayah Kabupaten t<afingan melapor kepada instansi pelaksana atau

UpTD instansi plhkon, dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan

di luar negeri.

(2). lnstansi pelaksana atau uPTD instansi pelaksana yang menerima data perkawinan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dan merekam ke dalam database

kependudukan.

PARAGRAF 3

PENCATATAN PEMBATALAN PERKAWINAN

Pasal 67

(1). pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan di instansi pelaksana UPTD instansi

pelaksana tem pat terjad inya pembatalan perkawi nan'

(2). pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan menyerahkan saiinan Putusan Pengadilan mengenai pembatalan perkawinan

yand tehh m-empunyai kekuatan hukum tetap dan akta perkawinan'

(3). pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan tata cara :

a. pasangan suami lsteri yang perkawinannya dibatalkan, mengisi formulir

pencatltan perkawinan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana

dengan melampirkan persyaratan sebagaiman dimaksud pada ayat(2).

b. eelibat pencaiatan Sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana

mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register

perkawi nan serta meneibitkan su rat keterangan pembatala n perkawinan'

c. Berdasarkan surat keterangan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud

pada huruf b, instansi peliksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat dan

merekam dalam database kependudukan'

BAGIAN KETIGA

PENCATATAN PERCERAIAN

PARAGRAF 1

PENCATATAN PERCERAIAN DI WILAYAH NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 68

(1). pencatatan perceraian dilakukan di instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana

tempat teriadinYa Perceraian -

(2\. pencatatan perceraian sebagaimana..dimaksud pada ayat (1.) dilakukan dengan

menyerahkan balinan putusanFengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap dan kutipan akta perkawinan.



(3). Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan @ra:
a. Pasangan suami lsteri yang bercerai mengisi formulir pencatatan perceraian pada

instansi pelaksana atau pada UPTD instansi pelaksana dengan melampirkan
Salinan Putusan Pengadilan dan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

b. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana
mencatat pada register akta perceraian, memberikan catatan serta menerbitkan
kutipan akta perceraian.

c. Kutipan akta perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan kepada
masing-masing suami dan isteri yang bercerai.

d. tnstansi Pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat dan merekam dalam
database kependudukan.

Pasal 69

(1). lnstansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa
perkawinan wajib menerima penerbitan hasil pencatatan perceraian penduduk

Kabupaten Katingan yang mencatatkan perceraiannya pada instansi pelaksana atau
UPTD instansi pelaksana diluar Daerah Kabupaten Katingan.

(2). Surat pemberitahuan hasil pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan melampirkan kutipan akta perceraian.

(3) tnstansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa
perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pemberitahuan dan
kutipan akta perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat dan merekam
dalam database kependudukan.

Pasal 70

(1). Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perceraian yang telah mendapat
penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada instansi pelaksana atau UPTD
instansi pelaksana untuk direkam kedalam database kependudukan.

(2). Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud apada ayat (1), tidak
dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perceraian.

PARAGRAF 2

PENCATATAN PERCERAIAN DILUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 71

(1). Pencatatan perceraian bagi penduduk Kabupaten Katingan diluar wilayah Negara
Kesatuan Republik lndonesia dilakukan pada instansi berwenang dinegara setempat.

(2). Perceraian penduduk yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaporkan kepada perwakilan Republik lndonesia setempat.

(3). Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah kembali kewilayah
Kabupaten Katingan wajib menyampaikan data perceraian mereka diluar negeri
kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana.

(4). lnstansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerima data perceraian
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencatat dan merekam kedalam database
kependudukan.



PasalT2

(1). Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatratan bagi orang asing,
pencatatan dilakukan pada perwakilan Republik lndonesia di negara setempat.

(2). Data perceraian dari pencatatan perceraian pada perwakilan Republik lndonseia di
negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan penduduk
setelah kembali kewilayah Kabupaten katingan kepada instansi pelaksana UPTD
instansi pelaksana.

(3). lnstansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerima data perceraian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat dan merekam kedalam database
kependudukan.

PARAGRAF 3

PENCATATAN PEII'IBATALAN PERCERAIAN

Pasal 73

(1). Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di instansi pelaksana atau UPTD
instansi pelaksana tempat terjad inya pembatalan perwakilan.

(2). Pencatatan pembatal perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menyerahkan salinan Putusan Pengadilan mengenai pembatalan perceraian
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kutipan akta perceraian.

(3). Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan tata cara :

a. Pasangan suami isteri yang perceraiannya dibatalkan, mengisiformulir pencatatan
pembatalan perceraian pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana
dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

b. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana
memberikan catatan pinggir dan mencabut kutipan akta perceraian, serta
menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian.

c. Berdasarkan surat keterangan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud
pada huruf b, instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat dan
merekam dalam database kependudukan.

BAGIAN KEEMPAT

PENCATATAN KEilIATIAN

PARAGRAF 1

PENCATATAN KEMATIAN DI WLAYAH KABUPATEN KATINGAN

Pasal 74

(1). Pencatatan kematian dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi
pelaksana ditempat terjadinya kematian.

(2\. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memenuhi syarat berupa :

a. Surat pengantar dari RT/RW untuk mendapatkan surat keterangan kepala
Desa/Lurah; dan lalau

b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis.



(3). Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata

cara :

a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan

melampirkan p:.r"y.ratan sebigaimana dimaksud pada ayat (2) kepada petugas

register dikantor desal keluralian untuk diteruskan kepada instansi pelaksana

instansiPelaksana ;

b. Kepala besa/Lurah menerbitkan surat keterangan kematian dan disampaikan

kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya ; .___
c. penjanal p""nc"t"t risipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana

mencatat pada register "kt k"*atian dan menerbitkan kutipan akta kematian

serta mencatat dan merekam dalam database kependudukan'

Pasal 75

(1). pencatatan kematian Warga negara lndonesia bukan penduduk Katingan yang pada

saat terjaOi perisiiwa keriatiari sedang berkuniung diwilayah Kabupaten Katingan

dilakukan paOa instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana'

(2). Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

memenuhi sYarat beruPa :

a. Surat p"n!rnt4 diri RT/RW tempat terjadinya peristlwa untuk mendapatkan surat

keterangan Kepala Desa/Lurah ; atau

b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis ;dan
c. lndentitis lainnya sepertinya KTP, SIM dan lain - lain.

(3). Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata

cara :

a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir kematian dengan melampirkan

persyaratan sibagriamana dimaksud pada ayat (2) kepada petugas reglgter

dikantor desa/kelurahan untuk diteruskan kepada instansi pelaksana atau UPTD

instansi Pelaksana ;

b. Kepala besa/Lurah menerbitkan surat keterangan kematian dan disampaikan

kepadayangbersangkutanuntukdigunakanseperlunyal-.
c. pejabatien"catatan iipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana

*"n."t"[ pada registei akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian ;

d. lnstansi pltrtr"n-, atau UPTD instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada

huruf c, memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada instansi

pelaksana tempat domisili penduduk yang bersangkutan.

Pasal 76

(1). pencatat kernatian bagi orang asing dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD

i nsta nsi pelaksana ditem pat terjad inya kematian'

(2). pencatat kematian bagi orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan memenuhi sYarat beruPa
a. keterangan kematian dari dokter/ paramedis

b. Fotocop! KK dan KTP bagi orang asing yang memiliki izin tlnggaltetap

c. Fotocopy surat keterangin tem-pat tingigal-bagi orang asing yang memiliki izin

tinggal terbatas;
d. foiocopy Pasport, bagiorang asing yang memiliki izin kunjungan.

(3). Pencatatan kematian bagi orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan tata cara :

a. pelapor irengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan

melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi

pelaksana atau UPTD instansi pelaksana'



b. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana
mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian
serta mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Pasal 77

(1). Pencatatan kematian orang asing bukan penduduk yang berdomisili diwilayah
Kabupaten Katingan yang pada saat terjadi peristiwa kematian sedang berkunjung
diwilayah Kabupaten Katingan dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi
pelaksana.

(2). Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayal (2).

(3). Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata
cara :

a. Pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan
melampirkan keterangan kematian dari dokterlparamedis ;

b. Penjabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana
mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian ;

c. lnstansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada
huruf b, memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada instansi
pelaksana tempat domisili penduduk yang bersangkutan.

Pasal 78

(1). Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang yang tidak
ditemukan jenazahnya dan/atau tldak jelas identitasnya dicatat pada instansi
pelaksana atau UPTD instansi pelaksana ditempatkan tinggal pelapor.

(2). Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memenuhi syarat berupa :

a. KK;
b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian ;dan
c. Salinan penetapan Pengadilan mengenai kematian orang yang hilang atau tidak

diketahui jenazahnya.

(3). Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata
cara :

a. Pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan
melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi
pelaksana atau UPTD instansi pelaksana ;

b. Penjabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana
mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian ;

instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat dan merekam dalam
database kependudukan.

(4). Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya diwilayah
Kabupaten Katingan tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat oleh instansi pelaksana
atau UPTD instansi pelaksana ditempat ditemukan jenazahnya.

(5). Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh
instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana berdasarkan surat keterangan
Catatan Kepolisian.

(6). lnstansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana menerbitan surat keterangan
kematian.



PARAGRAF 2

PENCATATANKEMATIANDILUARWILAYAHNEGARAKESATUAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 79

(1). Kematian penduduk kabupaten Katingan di luar negeri dicatat pada instansi yang

berwenang di negara setemPat.

(2). Kematian penduduk yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'\-' 
dilaporkan kepada Perwakilan Republik lndonesia setempat'

(3). setelah kembali di wilayah Kabupaten Katingan dari di luar negeri dicatatkan pada

instansi pelaksana dengan ,rmba*" bukti pelaporan/Pencatatan kematian di luar

negeri dan kutiPan akta kematian.

(4). lnstansi pelaksana yang menerima data kematian mencatat dan merekam dalam

database kePendudukan.

Pasal 80

Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi Warga

Negara Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik lndonesia setempat.

BAGIAN KELIMA

PENGATATAN PENGANGKATAN ANAK, PENGAKUAN ANAK DAN
PENGESAHAN ANAK

PARAGRAF {

PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK

Pasal 8't

(1) Pencatatan pelaporan pengangkatan. 3.nrk dilakukan pada instansi pelaksana atau

UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran.

(2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan memenuhi syarat berupa fotocopy : 
.

a. Penetapan Pengadilan tentang Pengangkatan Anak;

b. KutiPan Akta Kelahiran Anak;
c. KTP Pemohon; dan
d. KKPemohon.

(3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan tata cara :

a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengangkatan anak

dengan melampirkan persyaritan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada

instinsi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana;

b. lnstansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat dan merekam

kedalam database kePendud ukan ;

c. pejabata pencatatan sipil pada pelaksana atau UPTD instansi pelaksana

membeiikan catatan pinggii pada register akta kelahiran dan kutipan akta

kelahiran anak.



PARAGRAF 2

PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA ASTNG OLEH
PENDUDUK KABUPATEN KATINGANDILUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 82

(1) Penduduk Kabupaten Katingan wajib melaporkan pencatatan pengangkatan anak
Warga Negara Asing di luar negeri kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi
pelaksana.

(2) Pelaporan pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memenuhi :

a. Surat keterangan pengangkatan anak sesuai ketentuan yang berlaku dari negara
setempat; atau

b. Surat keterangan pengangkatan anak yang diterbitkan oleh Pejabat Konsuler
Perwakilan Republik lndonesia di negara setempat;

c. Kutipan akta kelahiran anak Warga Negara Asing;
d. Penetapan Pengadilan dari negara setempat; dan
e. Pasphoto dan fotocopy identitas lain orang tua angkat.

(3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan tata cara :

a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengangkatan anak
dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana;

b. lnstansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat dan merekam
kedalam database kependudukan;

c. lnstansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mengukuhkan surat keterangan
pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.

PARAGRAF 3

PENCATATAN PENGAKUAN ANAK DAN
PENGESAHAN ANAK

Pasal 83

(1) Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD
instansi pelaksana.

(2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memenuhi syarat berupa :

a. Surat pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
b. Surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
c. Fotocopy akta perkawinan;
d. Kutipan akta kelahiran; dan
e. Fotocopy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.

(3) Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan tata cara :

a. Pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengakuan anak dengan
melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi
pelaksana atau UPTD instansi pelaksana;



pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelasana

mencatat dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta

pengakuan anak;'ee;iOat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana

membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;

lnstansi pelaksana aiiu UPTD instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada

huruf b dan huruf c, merekam data pengakuan anak dalam database

kependudukan

Pasal 84

(1) pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada instansi pelaksana atau

UPTD instansi Pelaksana.

(2) pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

memenuhi syarat beruPa :

a. Surat pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;

b. KutiPan akta kelahiran;
c. Fotocopy akta Perkawinan;
d. FotocoPY KK; dan
e. Fotocopy KTP Pemohon.

(3) pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

tata €ra:
a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengesahan anak dengan

melaporkan pe-rsyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi

pelaksana atau UPTD instansi pelasana;
b. irejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana

mencatat pada regisier akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada

register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak;

c. lnitansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada

huruf b merekam data pengesahan anak dalam database kependudukan.

BAGIAN KEENAM

PENCATATAN PERUBAHAN NAMA

Pasal 85

(1) pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD

instansi pelaksana.

(Z\ pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

memenuhi sYarat beruPa :

a. Surat pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;

b. Kutipan akta kelahiran;
c. FotocoPY akta Perkawinan;
d. FotocoPy KK; dan
e. FotocopY KTP Pemohon.

(3) pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan tata cara :

a. pemohonhengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan nama dengan

melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi
pelaksana atau UPTD instansi pelaksana;

b. ireiabata pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana

membuat'catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran

anak;

b.

c.

d.



c. lnstansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada
huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

BAGIAN KETUJUH

P E NCATATAN P ERU BAHAN STATUS KEWARGAN EGAR.AAN

Pasal 86

(1) Pencatatran pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara asing
menjadi Warga Negara lndonesia yang terjadi diwilayah Kabupaten Katingan
dilakukan pada lnstansi pelaksana atau UPTD instansipelaksana.

(2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

a. Salinan Keputusan Presiden mengenai perubahan status kewarganegaraan
menjadi Warga Negara lndonesia; atau

b. Salinan Keputusan Menteri yang dibidang tugasnya meliputi urusan
kewarganegaraan;

c. Kutipan Akta Kelahiran;
d. Fotocopy Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
e. Fotocopy KK;
f. Fotocopy KTP pemohon; dan
g. Fotocopy Pasport

(3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan tata cara :

a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan dengan melampirkan
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi pelaksana atau
UPTD instansi pelaksana.

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana
mernbuat pada register akta catatan sipil dan kutipan akra catatan sipil;

c. Pejabat pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana merekam data
perubahan status kewarganegaraan sebagimana dimaksud pada huruf b dalam
database kePendudukan.

Pasal 88

(1) Dalam hal anak yang berkewarganegaraan ganda paling lambat 3 (Tiga) tahun setelah
anak tersebut berusia 18 (Delapan Belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan
memiliki salah satu kewarganegaraannya, dan wajib melaporkan kepada instansi
pelaksana atau UPTD instansi pelaksana ditempat domisili.

(2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (Empat
Belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan tanggal
batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP dan
menyerahkan KK serta akta catatan sipil untuk diubah oleh instansi pelaksana atau
UPTD instansi pelaksana.

(4) Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana
membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil
serta mencabut KTP dan mengeluarkan data anak tersebut dari KK.



(5) Pejabat pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana merekam data

perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam

database kePendudukan.

BAGIAN KEDELAPAN

PENCATATAN PERISTIWA PENTING LAINNYA

Pasal 88

(1) Pencatatan pelaporan peristiwa penting Elnya dilakukan oleh pejabat pencalgtan

sipil pada instansi peiaksana it", UpfO instansi pelaksana tempat terjadinya

peristiwa Penting lainnYa.

(2) Peristiwa penting tainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan

jenis kelamin'

(3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan memenuhi sYarat beruPa :

a. Fenetapan Pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya.

b. KTP dan KK Yang bersangkutan; dan

c. Akta Pencatatan sipityang berkaitan peristiwa penting lainnya'

(4) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

dengan tata cara :

a. Fehpor mengisi dan menyerahkan formulir pencatatan peristiwa penting lainnya

dengan melampirk"n p"rjyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada

instinsi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana;

b. penjabai p"notut"n sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana

melakukan veriflkasi dan validasi berkas pelapor peristiwa penting lainnya,. dan

mencatat pada register peristiwa penting lainnya serta merekam pada database

kePendudukan.
c. eeqaOaipencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana

membuat'catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta

Pencatatan siPil

BAGIAN KESEMBILAN

PELAPORAN PENDUDUK YANG TIDAK II'IAMPU MELAPORKAN SENDIRI

Pasal 89

(1) penduduk yang tidak mampu metakukan pelaporan sendiri dalam pencatatan sipil

dapat dibantu 6eh instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana atau dengan

meminta bantuan orang lain.

(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu

karena faktor usia, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental'

(3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang

diberi kuasa.



Pasal 91

pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri sebagaimana dimaksud

dalam pasal 90, dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

BAGIAN KESEPULUH

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL

PARAGRAF 1

PENCATATAN PEMBETULAN AKTA PENCATATAN SIPIL

Pasal 91

(1) pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada

instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana untuk akta pencatatan sipil yang

diterbitkan diwilayah Kabupaten Katingan, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil

atau diminta oleh Penduduk.

(2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kargna

kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada penduduk, dilakukan

dengan mengacu Pada :

a. bokumei autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;

b. Dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

(3) pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena

kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada penduduk, dilakukan

setelah memenuhi sYarat beruPa :

a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;

b. Kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 92

pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3)'

dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipi! dengan tata cara :

a. Mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan

melJmpirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan

dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan aka pencatatan sipil;

b. pejabat Pencatatan Sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk mengganti akta

pencatatan sipil lama yang terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta

mencabut dari Pemohon;
c. pejabat Pencaiatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil

yang dicabut sebagimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan

pencabutan akta pencatatan sipil.

PARAGRAF 2

PENCATATAN PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL

Pasal 93

(1) pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana untuk akta pencatatan sipil

yang diterbitkan diwilayah Kabupaten Katingan.



(Z) pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan syarat adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum.

(3) pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan tata cara :

a. Membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil;

b. Menarik dan mencabut kutipan aKta pencatatan sipil; dan

c. Menerbitkan akta pencatatan sipil sesuaidengan perintah Putusan Pengadilan.

BAB IV

PENETAPAN DENDA ADMINISTRATIF

Pasal 94

(1) Pelaporan peristiwa kependudukan yang melampaui batas waktu dianggap

pelanggaran d ikenai san ksi denda adm in istratif'

(Z) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan sebagai berikut :

a. Pindah Datang Orang Asing yang memiliki :

1) lzin Tingga-lTerbJtas sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ).
Z) lzin Tin[lalTetap sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ).

b. pindah OaIa-ng dari Luar Negeri bagi penduduk Warga Negara lndonesia sebesar

Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ).
c. pindah Datang dari luar negeri bagi Orang Asing sebesar Rp. 500.000,-

( lima ratus ribu ruPiah ).
d. perubahan Status Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau yang

memiliki lzin Tinggal Te[ap sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu

rupiah ).
e. pindah ke Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki lzin TinggalTerbatag afau

yang memiliki lzin iinggalletap sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu

ruPiah ).
f. Perubahan Kartu Keluarga ( KK ) bagi :

1) pendudukWarga Neglra tndonesia sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah

).
2) irenduduk Orang Asing sebesar Rp. 10!.000,- ( seratus ribu rupiah ).

g. Perpanjangan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) bagi
1) penduOif Warga Negara lndonesia sebesar Rp. 7.500,- ( tujuh ribu lima ratus

ruPiah ).
2) penduduk Orang Asing sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah )'

3) Denda administratif dikenakan pula terhadap :

a. penduduk yang bepergian tiAaf membawa kartu Tanda Penduduk ( KTP ) :

1) pendudik foar6a fi"gara lndonesia sebesar Rp. 25.000,-( dua puluh limaribu

ruPiah ).
2) p6nduduk Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap sebesar Rp. 50.000'-

( lima Puluh ribu ruPiah ).
b. penduduk Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Terbatag yang bepergian tidak

membawa Surat keteringan fempat Tinggal sebesar Rp. 50.000( lima puluh ribu

rupiah ).

Pasal 95

(1) Pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu dianggap pelanggaran

dikenai sanksi denda administratif.



2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan sebagai berikut

' a. Kelahiran:
1). Penduduk Warga Negara lndonesia :

a) 61 hari sampai dengan satu Tahun sebesar Rp. 12.500,- (Dua Belas Ribu

Lima Ratus Rupiah)
b) Lebih dari Satu Tahun sebesar Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

2). Penduduk Orang Asing :

a'S 61 Hari Sampai dengan Satu Tahun sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima
Ribu Rupiah)

b) Lebih dari Satu Tahun Sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
b. Lahir Mati :

1). Penduduk Warga Negara lndonesia sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ).
2). Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 15.000,- ( lima belas ribu rupiah ).

c. Perkawinan :

1). Penduduk Warga Negara lndonesia sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima
ratus rupiah).

2). Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
d 

f?::5JXlf;rr:?U'frlnr,, rndonesia sebesar Rp 17.s00,- (tujuh beras ribu rima

ratus rupiah).
2). Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

e. Perceraian :

1). Penduduk Warga Negara lndonesia sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu
rupiah).

2). Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).r 
f?55JXil[ilffi:'X?*ara rndonesia sebesar Rp. 1r.soo,-(tujuh beras ribu tima

ratus rupiah).
- 2). Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

g. Kematian :

1). Penduduk-Warga Negara lndonesia sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
2). Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

h. PengangkatanAnak:
1). Penduduk Warga Negara lndonesia sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh Iima ribu

ruPiah).
2). Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

i. Pengakuan Anak :

1). Penduduk Warga Negara lndonesia sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu
rupiah).

2). Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu
rupiah).

j. PengesahanAnak:
1). Penduduk Warga Negara lndonesia sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu

rupiah).
2). Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu

rupiah).
k. Perubahan Nama:

1). Penduduk Warga Negara lndonesia sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu
rupiah).

2). Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

. l. Perubahan Status Kewarganegaraan :

1). Penduduk Warga Negara lndonesia menjadi warganegara asing sebesar Rp.
100.000,- ( seratus ribu rupiah ).

2). Penduduk Warga Negara Asing menjadi Warga Negara lndonesia sebesar Rp.
100.000,- ( seratus ribu rupiah ).



m. Peristiwa penting lainnya :

1). Penduduk Warga Negara lndonesia sebesar Rp. 25.000,- ( dua puluh lima
ribu rupiah ).

2). Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ).

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

Semua persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang
berlaku pada saat peraturan Bupati ini ditetapkan masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan atau belum diganti sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 97

Semua ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil yang ada pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, wajib
disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan
Bupati ini ditetapkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal 3 6'lz{oft,DrL
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